
EF.

BUPMI NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

NOMOR I,9 TAHUN 2OI9

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2OO8 TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SUBI BESAR TIMUR KECAMATAN SUBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin administrasi kewilayahan,

memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap

luas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis

dan aspek yuridis di Kecamatan Serasan, Serasan Timur

dan Subi dilaksanakan kegiatan Penghitungan dan

Penetapan Luas Batas Wilayah Tahun 2A16;

bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan

Penghitungan dan Penetapan Luas Batas Wilayah Tahun

2016 di Desa Subi Besar Timur terdapat perbedaan Luas

Wilayah dengan yang ditetapkan pada Peraturan Daerah

Nomor L0 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Subi

Besar Timur Kecamatan Subi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan

b.

c.
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Daerah Nomor 10 Tahun 2OOB tentang Pembentukan

Desa Subi Besar Timur Kecamatan Subi.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 7999 Nomor 181, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39021

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan

Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor lO7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a8S0);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO2 tentang

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2AO3 Nomor 777,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a237\;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor aa3$;

5. Undang-Undang Nomor, 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Mengingat :

2.

1.

3.

4.



6.

7.

-3-

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2oll
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Indonesia

Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5a95);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2074 Nomor 244, Tarnbahan l-eri-l'baran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OL9 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Yahun 2019 Nomor 42, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221;

8.

9.
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20ll
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O11 Nomor 31O);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016

tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

1038);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2Ol7

tentang Penataan Desa-Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2077 Nomor 155);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun

2008 tentang Pembentukan Subi (tembaran paerah

Kabupaten Natrrna Tahun 2018 Nomor 1O);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN

2OO8 TENTANG PEMBENTUKAN DESA SUBI BESAR TIMUR

11.

12.

13.

KECAMATAN SUBI
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Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Natuna

Nomor 1O Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Subi Besar

Timur Kecamatan Subi (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna

Tahun 2OOB Nomor 1O), diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 3

Desa Subi Besar Timur terbentuk dari Pemekaran Desa

Subi Besar Kecamata,n Subi atas prakarsa masyarakat

dengan memperhatikan asal usul desa sesuai dengan

kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Luas wilayah Desa Subi Besar Timur adalah + 5.601,5V9

Ha dengan batas-batas sebagai berikurt:

- Sebelah Utara berbatas dengan Desa Subi Kecil;

- Sebeiah Selatan berbatas dengan Desa Pulau Panjang;

- Sebelah Barat berbatas dengan Desa Subi Besar

- Sebelah Timur berbatas dengan Laut China Selatan.

Peta Wilayah Desa Subi Besar Timur sebagaimana

tercantum dalam lampiran yang merupa\an bagian tidalt

terpisahkan Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggat diundangkan.

(1)

(21

(3)



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal U De9?,Mber 2Al9

"."*

h
Diundangkan di Ranai

pada tanggal 3l DE;ett lher 24Lg

KABUPATEN NATUNA,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2OI9 NOMOR I9

6SH*^Rrs DAERAH

NOMOR REGISTER

KEPUI.,AUAN RIAU :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI

t0 &3/ bte

NATUNA,

HAMID RIZAL



Desa Subi Besar

P

254800 :sgm
l

254800



. Lampiran Peraturan.Daerah' Kabupaten Natuna
Nomor l?tahun 2019

PETA DESA SUBI BESAR TIMUR
Kode !r/ilayah : 21.03.09.2007

SKALA 1:30.000

h

PEruMUKLETAK PflA

U

A

Sistem Proyeksi

Sistem Grid

Datum Horizontal

Tranvers€ l.4ercator

Grid Geograf dan Grid lJniversal Transverse L4ercator Zona 49N

SRGI 2013

;ffiffi DTBUAT DAN DTTERBTTKAN oLEH:
rH HI PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

Fffilffii Jl. Batu Sisir - Bukit Arai, Ranai - Natuna 29783, lndonesia.lffiffi/ @ copyright 2018, All Rights Reserved.,^.w.-
'e+H"+*-

KETERANGAN

BAT:lunH

.A

NomorTK

Tk 14

TK 15

IK 16

TK 17

TK 18

TK 19

TK 20

T( 21

rK22

Lintang Bujur

3"0'34,9" LU 108'52',4,4" BT

3"0'33,9',LU 108'52',4,6',BT
3' 0 16,8" LU 10a'51', 59,6" BT

3" 0 14,5" LU 108'51', 59,6', BT

2" 59',0" LU 108" 52',5,1' BT

2' 56'33,0', LU 108' 51'42,9" BT

2' 54'26,5', LU 108'51',0,1' BT

2" 52',30,3', tU 108'49 51,6', BT

2"50',47,8',1U 108"48',48,2"87

Sumber Data dan Riwayat Pela : - Batas Wilayah Adminisfasi Tahun 2016.

Pusat Pemeiaan Batas Wilayah

- Dab Digibl Pela Rupa Bumi lndonesia Skala 1 r 50 000

Badan liformsi Geospasial : Tahun Launching 2016

Dala Cika Teoak Satelil Resolusl Tin0al. otuosistematis Tahun : 2016

- Data Cita Ba*mapArccls T0.2

' Dala Cika Salelil G@gle Earlh sebaga pengidenLfikasi objek lapangan.

Calalan : 1. Sumber dab yang digunakn untuk mengidentdikasi obyek yang drladrkan sebagai babs desa pada cilra

saielil adalah sebagai berikut:

a. Cira Pleiades

. b. Cita Digibl Globe

c. Clka Google (untuk ksamabn seEsandan serasan ilmur)

2. Sumber dala betupa cika satelit harus menggunakan daia cdra dai BIO LAPAN, alau Pemeiniah Daerah

yang dikoodinaslkan dengan LAPAN. Unluk sumberdab yang belufr ieBedia (no 1 poin c) hetusdi ambil

dari BIG alau UPAN. Jika daladasaryang dimaksud belum leBedia. mab pemeintah daerah harus

beft@dinasi dengao LAPAN untuk membeli dala te6ebut.

3. CitE Saielil di dalam Pela ke4a Fng ditandatangani oleh pihak desa dan keGmaian belum dketahui nilai

akurasinya dika.enakaf, belum ada pross gcp dan odhomktilikasi.

4. Sumberdala dalam bentukcitE satelitharus drlakukan proses pengambilan GCPdan odhoraklrfikasi untuk

mendepatkan ctE Egak satellt resolusi tinggl (CTSRT).

5. oeskrpsi gais batas, penanda balas dan lnfomasi balas yang ieduang dalam berila acsra dapat

digunakan sebagai dasarrekonslruks garjs baiasdi CTSRT.

lntomasi gafs batas, loponim, sefu koordinafyang lergamba dalam peb dan

ac€ hatus disesuaikan dengan cika teGebul (CTSRT)

desa metupakn luasan indikalif/sementara dan harus di hitlng kembali seielah
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